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BUPATI BULUNGAN 
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

NOMOR 9 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BULUNGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BULUNGAN, 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi 

Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.15/Pmbtl/2016 maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 

1992 tentang Penyisihan Penerimaan PBB Bagian 
Pemerintah Kabupaten Dati. II Bulungan Kepada 
Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam 

Wilayah Kabupaten Dati. II Bulungan dipandang 
keseluruhan materinya bertentangan dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi 

Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.16/Pmbtl/2016 maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 
1992 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan 

Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Pemerintah 
Desa dan Pemerintah Kelurahan Dalam Wilayah 

Kabupaten Dati. II Bulungan dipandang keseluruhan 
materinya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah; 

c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi 
Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.17/Pmbtl/2016 maka 

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 
2001 tentang Izin Ekspor Kayu Bulat Dari Hutan 

Milik/Hutan Rakyat dipandang keseluruhan materinya 
bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI 
Nomor 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang 

Ekspor; 

d. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi 

Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.19/Pmbtl/2016 maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 
2005 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada 

Pemerintah Kabupaten Bulungan dipandang keseluruhan 
materi muatanya bertentangan dengan Pasal 286 ayat (1) 
dan ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

SALINAN 
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e. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah maka DPRD bersama Bupati mencabut 
Peraturan Daerah yang telah dibatalkan keseluruhan 
materi muatannya oleh Gubernur paling lama 7 (tujuh) 

hari sejak diterimanya pembatalan. 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan 
huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten 

Bulungan; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 
9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

Dan 

BUPATI BULUNGAN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 
BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BULUNGAN. 
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Pasal 1 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 1992 tentang 
Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Pemerintah Kabupaten Dati. II 
Bulungan Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam 

Wilayah Kabupaten Dati. II Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tingkat II Bulungan Nomor 1 Tahun 1993 Seri D Nomor 1); 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 1992 tentang 
Pemberian Sumbangan dan Bantuan Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi 
Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan Dalam Wilayah 

Kabupaten Dati. II Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II 
Bulungan Nomor 2 Tahun 1993 Seri D Nomor 2); 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Izin 

Ekspor Kayu Bulat Dari Hutan Milik/Hutan Rakyat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2001 Seri D Nomor 1); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2005 tentang 
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 SERI E Nomor 4); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 

Peraturan Daerah  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Bulungan.  

Ditetapkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 30 Desember 2016 

BUPATI  BULUNGAN, 

ttd. 

SUDJATI 

Diundangkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 30 Desember 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, 

 

                             ttd. 

 

       SYAFRIL 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 9 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROPINSI KALIMANTAN UTARA: 9/2016 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt Kepala Bagian Hukum, 

 

 

 

HAMRAN, SH 

Penata TK.I / IIId  

Nip.19701130 2002121004 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

NOMOR 9 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN BULUNGAN  

 
I. UMUM  

 
Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka beberapa urusan pemerintahan 

yang dahulunya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 

dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Pengalihan 

beberapa urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 

2014 ini, berdampak pada harus dicabutnya beberapa Peraturan Daerah 

yang mengatur urusan pemerintahan yang telah dialihkan tersebut. 

Selain itu beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan 

berdasarkan hasil kajian Tim dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga juga 

berdampak pada harus dicabutnya Peraturan Daerah dimaksud. 

Berkaitan dengan hal tersebut, serta untuk melaksanakan: 

1. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 

188.44/K.15/Pmbtl/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pengisian 

Penerimaan PBB Bagian Pemerintahan Kabupaten Dati. II Bulungan 

Kepada Pemdes dan Pemerintah Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten 

Dati. II Bulungan; 

2. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 

188.44/K.16/Pmbtl/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pemberian 

Sumbangan dan Bantuan Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada 

Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten 

Dati. II Bulungan; 

3. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 

188.44/K.17/Pmbtl/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah 



5 
 

Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Izin Ekspor Kayu 

Bulat Dari Hutan Milik/Hutan Rakyat; 

4. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 

188.44/K.19/Pmbtl/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sumbangan Pihak 

Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan; 

yang menyatakan beberapa Peraturan Daerah dimaksud bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu dilakukan 

pencabut. 

berdasarkan beberapa pertimbangan diatas Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bulungan memandang perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan. 

 
II. PASAL DEMI PASAL  

 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 24 

 
 

 
 
 

 


